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Abstract 
This research endeavor seeks to examine the impact of the Human Development Index (HDI), Gini 
Coefficient, unemployment metrics, and District Minimum Wage (DMW) on the poverty levels across 
districts in the Central Java province during the timeframe of 2021 to 2024. The analytical approach 
employed involves panel data regression utilizing a Fixed Effect Model (FEM) based on the outcomes 
derived from the Chow Test and Hausman Test. The dataset comprises secondary data sourced from the 
Central Statistical Agency, encompassing a total of 140 observations. The findings of this investigation 
reveal that the HDI exerts a negative and statistically significant influence on poverty, whereas both the 
Gini Coefficient and DMW demonstrate a positive and significant correlation. In contrast, the 
unemployment rate does not exhibit a statistically significant effect. Collectively, all variables are 
observed to have an impact on poverty levels. These results underscore the critical role of enhancing 
human development quality and achieving equitable income distribution as mechanisms for alleviating 
regional poverty. 
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PENDAHULUAN 
Meningkatnya insiden kemiskinan di Indonesia tetap menjadi kendala yang 

cukup besar dalam konteks agenda pembangunan nasional. Data statistik dari Badan 
Statistik Pusat menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan mencapai 8,25% per 
September 2025. Meskipun ini menunjukkan pengurangan, itu masih menyiratkan 
bahwa jutaan individu ada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya 
mencakup keterbatasan keuangan tetapi juga mewujudkan kekurangan dalam akses 
ke peluang pendidikan, layanan kesehatan, prospek pekerjaan, dan standar hidup 
yang memadai. Akibatnya, mitigasi kemiskinan telah muncul sebagai indikator 
penting untuk mengevaluasi efektivitas pencapaian pembangunan (Kharisma et al., 
2026). 

Kompleksitas kemiskinan menjadi lebih terlihat ketika diteliti di tingkat daerah, 
terutama di provinsi-provinsi dengan karakteristik sosial ekonomi yang beragam 
seperti Jawa Tengah. Kesenjangan antara kabupaten dan kotamadya mengenai 
kemajuan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan kondisi pasar tenaga kerja 
menggambarkan bahwa kemiskinan bergantung secara kontekstual. Situasi ini 
menunjukkan bahwa strategi pembangunan universal semakin tidak memadai, 
sehingga memerlukan pemeriksaan yang lebih bernuansa (Septiadi & Nursan, 2020). 

Unsur penting yang menjelaskan kemiskinan adalah kualitas sumber daya 
manusia, sebagaimana diartikulasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
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IPM mengevaluasi kemajuan perkembangan melalui dimensi pendidikan, kesehatan, 
dan standar hidup. Dari sudut pandang teori modal manusia, investasi dalam 
pendidikan dan perawatan kesehatan dianggap sebagai mekanisme untuk 
meningkatkan produktivitas dan pendapatan individu (Schultz, 1961; Becker, 1964). 
Sudut pandang ini menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan 
komponen penting dalam mendorong kemakmuran ekonomi (Arifin, 2023). Dengan 
demikian, peningkatan IPM diantisipasi untuk memfasilitasi pengurangan tingkat 
kemiskinan dengan meningkatkan kapasitas ekonomi penduduk (Hasan et al., 2020). 

Selain kualitas sumber daya manusia, kesenjangan dalam alokasi pendapatan 
menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Koefisien Gini 
digunakan sebagai metrik untuk menilai tingkat ketidaksetaraan tersebut. Tingkat 
ketidaksetaraan yang meningkat menunjukkan bahwa keuntungan pembangunan 
tidak disebarluaskan secara merata di berbagai strata masyarakat (Samiani et al., 
2024). Dalam hal ini, populasi tertentu terus mengalami kemiskinan meskipun ada 
kemajuan ekonomi secara keseluruhan (Kharisma et al., 2026). Dari sudut pandang 
pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran berfungsi sebagai indikator kemampuan 
ekonomi daerah untuk mengakomodasi tenaga kerja. Secara teoritis, tingkat 
pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan risiko kemiskinan karena 
berkurangnya sumber pendapatan rumah tangga. Meskipun demikian, dalam konteks 
ekonomi berkembang, asosiasi ini tidak selalu linier karena peran penting sektor 
informal (Mohini & Hasmarini, 2022). 

Kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan mekanisme 
pemerintah yang dirancang untuk memastikan ambang batas pendapatan minimum 
bagi pekerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara teoritis, 
peningkatan upah minimum diantisipasi untuk meningkatkan daya beli dan 
mengurangi tingkat kemiskinan, terutama di kalangan demografi berpenghasilan 
rendah. Namun, kemanjuran kebijakan tersebut sebagian besar bergantung pada 
kondisi struktural ekonomi regional dan dinamika pasar tenaga kerja yang berlaku 
(Kharisma et al., 2026). Sebaliknya, berbagai penyelidikan menunjukkan bahwa 
faktor-faktor penentu kemiskinan, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 
ketidaksetaraan pendapatan, pengangguran, dan kebijakan upah, terus menghasilkan 
hasil empiris yang tidak konsisten, terutama mengenai peran pengangguran dan upah 
minimum. Akibatnya, analisis yang lebih kontekstual diperlukan di tingkat regional, 
terutama dalam rangka pemulihan ekonomi pasca-pandemi di Jawa Tengah selama 
periode 2021—2024. 

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji dampak IPM, Indeks Gini, tingkat 
pengangguran, dan MSK terhadap kemiskinan di seluruh kabupaten dan kota 
Provinsi Jawa Tengah, baik secara terpisah maupun kolektif, dengan menggunakan 
metodologi regresi data panel. Keaslian penelitian ini dimanifestasikan dalam tiga 
dimensi utama. Pertama, fokus pada periode 2021—2024 memungkinkan 
penangkapan dinamika kemiskinan selama fase pemulihan pasca-pandemi, yang 
relatif belum dieksplorasi. Kedua, temuan penelitian ini menyimpang dari teori 
tradisional, terutama menyoroti tidak pentingnya pengangguran dan dampak 
afirmatif UMKM terhadap kemiskinan, sehingga mencerminkan seluk-beluk pasar 
tenaga kerja yang sebagian besar dipengaruhi oleh sektor informal. Ketiga, penerapan 
Model Efek Tetap di tingkat kabupaten/kota memfasilitasi pemeriksaan yang lebih 
komprehensif terhadap heterogenitas karakteristik daerah, sehingga 
menyumbangkan wawasan empiris baru pada wacana tentang kemiskinan daerah. 
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TINJAUAN PUSTAKA 
Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan hambatan besar dalam domain pembangunan 
ekonomi, terutama terlihat di negara-negara yang diklasifikasikan sebagai 
berkembang, dan didefinisikan oleh ketidakmampuan individu atau rumah tangga 
untuk memenuhi kebutuhan esensial mereka untuk kehidupan yang bermartabat. 
Kebutuhan penting ini mencakup rezeki, tempat tinggal, pendidikan, perawatan 
kesehatan, dan akses ke peluang ekonomi. Dari perspektif ekonomi pembangunan 
kontemporer, kemiskinan melampaui ketidakcukupan pendapatan sederhana; itu 
dianggap sebagai batasan akses ke peluang sosial dan ekonomi yang lebih luas. 
Akibatnya, kemiskinan dipahami sebagai masalah multidimensi yang menunjukkan 
penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Interpretasi ini telah diadopsi oleh 
banyak organisasi internasional, termasuk Bank Dunia dan Program Pembangunan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), dalam upaya mereka untuk membangun 
kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk penilaian kemiskinan yang 
mengintegrasikan aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan 
layanan vital dan infrastruktur publik. 

Evaluasi kemiskinan secara resmi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 
dengan menggunakan metodologi garis kemiskinan. Garis kemiskinan didefinisikan 
sebagai tingkat minimum pengeluaran per kapita yang diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan dasar dan non-pangan untuk standar hidup yang terhormat. Kebutuhan 
nutrisi didasarkan pada standar konsumsi dasar 2100 kilokalori per kapita per hari, 
sedangkan kebutuhan non-pangan termasuk pengeluaran yang terkait dengan 
perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Individu dengan pengeluaran 
jatuh di bawah ambang batas ini dikategorikan sebagai miskin. Menurut data BPS, per 
September 2024, populasi Indonesia yang hidup dalam kemiskinan berjumlah 24,06 
juta, yang menyumbang sekitar 8,57 persen dari total populasi. Selanjutnya, dalam 
skala global, Bank Dunia menetapkan tolok ukur kemiskinan ekstrim sebesar 3 dolar 
AS setiap hari, disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP), untuk tujuan 
perbandingan internasional. 

Kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait yang 
mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Kualitas sumber daya manusia adalah aspek 
penting, karena mempengaruhi kemampuan individu untuk mendapatkan pekerjaan 
yang menguntungkan dan diberi kompensasi yang memadai. Ketidakadilan dalam 
distribusi pendapatan selanjutnya berkontribusi pada keterbatasan akses ke sumber 
daya ekonomi untuk demografi tertentu, sehingga meningkatkan kerentanan mereka 
terhadap kemiskinan. Selain itu, kondisi pasar tenaga kerja, khususnya tingkat 
pengangguran, memiliki dampak yang signifikan terhadap kapasitas rumah tangga 
untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebaliknya, kebijakan ekonomi, termasuk 
intervensi pemerintah mengenai struktur upah dan pembangunan sosial, juga dapat 
mempengaruhi kesejahteraan kolektif masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang 
luas tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan sangat penting 
sebagai dasar untuk menyusun strategi pembangunan yang efektif dan bertarget, 
terutama dalam konteks evaluasi kemiskinan regional. 

Indeks Pembangunan Manusia 
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Indeks Pembangunan Manusia (HDI) berfungsi sebagai indikator penting 
dalam menilai efektivitas pembangunan manusia dalam area tertentu. Sejak didirikan 
oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada tahun 1990, 
IPM telah beroperasi sebagai ukuran gabungan yang menekankan tidak hanya 
kemajuan ekonomi tetapi juga kualitas hidup komprehensif yang dialami oleh 
individu. Tidak seperti metrik tradisional seperti Produk Domestik Bruto (PDB) per 
kapita, HDI memberikan gambaran kesejahteraan yang lebih rumit dengan 
memasukkan elemen non-ekonomi (Pratiwi, 2025). Secara teoritis, IPM menyoroti 
gagasan bahwa pembangunan harus berpusat pada manusia, bukan hanya 
terkonsentrasi pada output ekonomi. Dalam kerangka ini, pembangunan manusia 
didefinisikan sebagai peningkatan pilihan manusia, yang mencakup akses ke 
pendidikan, perawatan kesehatan, dan standar hidup yang memadai sebagai 
konstituen vital kesejahteraan (Yulianti & Qomariah, 2025). 

Pengukuran HDI disusun di sekitar tiga dimensi utama: kesehatan, 
pendidikan, dan standar hidup. Dimensi kesehatan diwakili oleh harapan hidup, 
sedangkan aspek pendidikan dievaluasi melalui rata-rata tahun sekolah dan tahun-
tahun pendidikan yang diantisipasi. Komponen yang berkaitan dengan standar hidup 
dinilai melalui pengeluaran per kapita riil, yang berfungsi sebagai ukuran daya beli 
individu. Bersama-sama, ketiga dimensi ini melambangkan kapasitas manusia yang 
penting untuk terlibat dalam kehidupan yang produktif (Yulianti & Qomariah, 2025). 
Dalam konteks Indonesia, IPM mencerminkan tren yang menguntungkan, 
menunjukkan kemajuan dalam kualitas pembangunan manusia, meskipun perbedaan 
di berbagai daerah tetap ada (Wijayanti & Raihansyah, 2024). Secara teoritis, 
peningkatan IPM diharapkan dapat memfasilitasi pengentasan kemiskinan melalui 
peningkatan produktivitas dan pendapatan, sebuah proposisi yang didukung oleh 
data empiris yang menunjukkan korelasi negatif yang signifikan antara IPM dan 
tingkat kemiskinan (Putri, 2024). 
H1: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.  

Indeks Gini 
Koefisien Gini berfungsi sebagai indikator untuk mengukur tingkat disparitas 

pendapatan dalam wilayah tertentu, menjelaskan sejauh mana alokasi pendapatan 
menyimpang dari kondisi kesetaraan absolut. Nilai koefisien Gini berkisar dari 0 
hingga 1; nilai mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih adil, 
sedangkan yang mendekati 1 menunjukkan tingkat ketidaksetaraan yang signifikan. 
Perhitungan koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, representasi visual yang 
membedakan distribusi pendapatan kumulatif dengan distribusi populasi kumulatif. 
Semakin besar kesenjangan antara kurva Lorenz dan garis diagonal yang mewakili 
kesetaraan ideal, semakin jelas ketidaksetaraan tersebut. Akibatnya, koefisien Gini 
telah menjadi instrumen penting untuk menilai komparabilitas distribusi ekonomi di 
berbagai tahap pembangunan (Akbar, 2019). 

Dari perspektif ekonomi pembangunan, disparitas pendapatan sering 
berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi non-inklusif. Kemajuan ekonomi yang 
ditingkatkan tidak secara intrinsik mengarah pada distribusi pendapatan yang 
seragam, mengakibatkan kelompok demografis tertentu tidak dapat memperoleh 
keuntungan yang sepadan dari pembangunan (Kholis & Gunarto, 2025). Secara 
teoritis, ketidaksetaraan yang terus-menerus dapat memperburuk kemiskinan dengan 
membatasi akses individu ke aset ekonomi. Temuan empiris menunjukkan bahwa 
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kenaikan koefisien Gini biasanya terkait dengan peningkatan proporsi populasi yang 
mengalami kemiskinan (Padmono, 2025). Selain itu, konsentrasi pendapatan di antara 
kohort tertentu dapat menimbulkan ketidaksetaraan ekonomi dan melanggengkan 
kesenjangan sosial, yang pada akhirnya menumbuhkan lingkungan yang kondusif 
untuk peningkatan tingkat kemiskinan (Setya & Tohirin, 2025). 
H2: Indeks Gini berpengaruh positif terhadap kemiskinan 

Pengangguran 
Pengangguran menandakan suatu kondisi di mana individu yang 

diklasifikasikan dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan sementara secara aktif 
mencari peluang kerja. Badan Pusat Statistik mencirikan pengangguran terbuka 
sebagai sebagian kecil dari demografi usia kerja yang tidak terlibat dalam kegiatan 
ketenagakerjaan apa pun namun aktif mencari prospek pekerjaan, bersiap untuk 
memulai usaha bisnis, atau telah sungguh-sungguh mencari pekerjaan (Badan Pusat 
Statistika Indonesia, 2021). Dari sudut pandang teoritis, pengangguran dibagi lagi 
menjadi tiga kategori berbeda: gesekan, struktural, dan siklus. Pengangguran gesekan 
muncul dari perpindahan tenaga kerja, sementara pengangguran struktural berkaitan 
dengan ketidakselarasan antara keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja dan tuntutan 
pasar tenaga kerja. Pengangguran siklus terkait dengan fluktuasi aktivitas ekonomi. 
Dalam ranah ekonomi pembangunan, pengangguran menunjukkan perbedaan antara 
penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang dapat menghambat kemajuan ekonomi 
(Saribulan et al., 2023). 

Secara praktis, fenomena pengangguran dipengaruhi tidak hanya oleh 
ketersediaan posisi pekerjaan tetapi juga oleh masalah ketidakcocokan keterampilan 
antara kemampuan tenaga kerja dan kebutuhan pasar. Selain itu, kecenderungan 
individu terhadap jenis pekerjaan tertentu juga dapat memperpanjang durasi 
pengangguran (Jannah et al., 2021). Secara teoritis, ada korelasi yang signifikan antara 
pengangguran dan kemiskinan, karena hilangnya pekerjaan setara dengan hilangnya 
sumber pendapatan. Investigasi empiris menunjukkan bahwa peningkatan tingkat 
pengangguran dapat mengintensifkan tingkat kemiskinan, terutama ketika individu 
kekurangan sumber pendapatan alternatif (Kholis & Gunarto, 2025). Namun, 
hubungan ini tidak jelas secara universal, terutama di daerah yang sebagian besar 
dicirikan oleh sektor informal, di mana pengangguran tersembunyi memungkinkan 
individu untuk mempertahankan beberapa bentuk pekerjaan, meskipun disertai 
dengan penurunan produktivitas dan pendapatan. 
H3: Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan 

Upan Minimum 
Upah minimum berfungsi sebagai instrumen kebijakan penting yang 

digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan standar upah sambil memastikan 
perlindungan kesejahteraan pekerja. Biasanya, upah minimum merupakan tolok ukur 
mendasar yang wajib dibayar oleh pengusaha untuk memungkinkan karyawan 
memenuhi kebutuhan hidup penting mereka (Setya & Tohirin, 2025). Di tingkat 
daerah, kebijakan ini ditetapkan sebagai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), 
yang ditetapkan sesuai dengan kondisi ekonomi dan standar hidup yang lazim di 
setiap daerah. Tujuan utama mempromosikan usaha mikro, kecil, dan menengah 
(UKM) adalah untuk menjaga daya beli individu dan mengurangi ketidaksetaraan 
pendapatan. Dari perspektif ekonomi pembangunan, UMKM dianggap sebagai 
mekanisme redistribusi pendapatan, yang mampu meningkatkan kesejahteraan 
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kelompok yang terpinggirkan secara ekonomi, terutama mengingat tingkat upah 
rendah sering menjadi katalis utama kemiskinan (Mauludi & Nur Rahmawati, 2023). 

Secara teoritis, perluasan UKM diharapkan dapat mengurangi kemiskinan 
melalui peningkatan pendapatan dan peningkatan daya beli bagi pekerja. Studi 
empiris menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum dapat memberikan efek 
buruk yang signifikan pada tingkat kemiskinan, menyiratkan bahwa kenaikan upah 
berkontribusi pada penurunan populasi miskin (Setya & Tohirin, 2025). Meskipun 
demikian, berbagai investigasi telah menghasilkan hasil yang berbeda, menunjukkan 
bahwa UMKM memang dapat berdampak positif pada pengurangan kemiskinan 
(Sutikno RY et al., 2019). Situasi ini terjadi ketika kenaikan upah tidak disertai dengan 
peningkatan produktivitas dan permintaan tenaga kerja yang setara, sehingga 
meningkatkan biaya produksi dan berpotensi mengakibatkan pengurangan tenaga 
kerja (PHK). Selain itu, tekanan biaya juga dapat memicu inflasi, sehingga 
memperburuk daya beli individu. 
H4: Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 
H5: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, pengangguran, dan UMK secara 
simultan berpengaruh terhadap kemiskinan 

METODOLOGI PENELITIAN 
Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis kuantitatif yang 
dilengkapi dengan kerangka analisis deduktif untuk menilai hubungan antara 
variabel yang diusulkan dalam hipotesis. Pendekatan ini menekankan penerapan data 
numerik di samping metode analisis statistik untuk menentukan arah, besarnya, dan 
signifikansi interaksi antar-variabel (Sugiyono, 2023). Dalam konteks ini, penelitian ini 
dirancang untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan melalui 
model regresi data panel, yang memungkinkan penggabungan aspek temporal dan 
regional secara bersamaan. 

Unit analitik dalam penelitian ini mencakup seluruh kabupaten dan kotamadya 
di Provinsi Jawa Tengah, dengan total 35 wilayah. Studi ini menghindari teknik 
pengambilan sampel demi metodologi sensus, sehingga melibatkan seluruh populasi 
sebagai titik fokus analisis. Pendekatan ini dipilih untuk mencapai pemahaman yang 
lebih komprehensif dan mengurangi potensi bias terkait dengan pemilihan sampel, 
sehingga memastikan bahwa hasil penelitian diharapkan secara akurat dan 
menyeluruh mencerminkan lanskap kemiskinan regional. 

Data dan Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi 

Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya dari BPS Provinsi Jawa Tengah. Penerapan 
data sekunder dijamin karena bersifat empiris, dapat diukur, dan memiliki tingkat 
validitas yang dapat dipercaya (Sugiyono, 2023). Data yang digunakan adalah data 
panel, yang menggabungkan data deret waktu dengan data cross-sectional. Aspek 
temporal mencakup tahun 2021 hingga 2024, sedangkan ruang lingkup geografis 
mencakup 35 kabupaten dan kota, yang berpuncak pada total 140 pengamatan untuk 
penelitian ini. 

Analisis menggabungkan satu variabel dependen bersama dengan empat 
variabel independen. Variabel dependen dioperasionalkan sebagai tingkat 
kemiskinan, dievaluasi secara kuantitatif melalui persentase populasi yang 
diidentifikasi sebagai miskin. Variabel independen meliputi Indeks Pembangunan 
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Manusia (IPM), Indeks Gini, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan Upah 
Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Alasan untuk memilih variabel-variabel ini 
didasarkan pada ketersediaan data interregional dan intertemporal yang konsisten, 
serta relevansinya dalam menjelaskan secara empiris dinamika kemiskinan regional. 
Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

𝑃𝑂𝑉𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑃𝑀𝑖𝑡 + 𝛽2𝐺𝐼𝑁𝐼𝑖𝑡 + 𝛽3𝑈𝑁𝑀𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝑈𝑀𝐾𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 

Metode Estimasi 
Penelitian ini akan menggunakan pendekatan regresi data panel. Metode 

analitik ini menggabungkan data dari individu yang beragam selama interval 
temporal, sehingga memfasilitasi eksplorasi heterogenitas di antara unit pengamatan 
di samping dinamika variasi temporal (Amaliah et al., 2020). Analisis ini mencakup 
tiga model utama: Model Efek Umum (CEM), Model Efek Tetap (FEM), dan Model 
Efek Acak (REM) (Biotics, 2025). CEM menandakan model paling dasar, 
mengandaikan homogenitas dalam atribut dan waktu individu, dan dihitung 
menggunakan Kotak Terkecil Biasa (OLS) (Putri et al., 2025). Sebaliknya, FEM 
mengakui perbedaan karakteristik di seluruh unit dengan mengizinkan intersepsi 
yang bervariasi, sehingga secara efektif menangkap efek berbeda yang berkaitan 
dengan setiap wilayah (Mahfudhotin & Sari, 2025). Sebaliknya, REM berpendapat 
bahwa variasi antar unit bersifat stokastik dan independen dari variabel independen, 
dan diperkirakan melalui Kuadrat Terkecil Umum (GLS). 

Penentuan model optimal ditambah melalui serangkaian tes, terutama uji 
Chow untuk membandingkan CEM dan FEM, uji Hausman untuk membedakan 
antara FEM dan REM, dan uji Pengganda Lagrange untuk membandingkan CEM dan 
REM (Hayati, 2025). Selain itu, validitas model dievaluasi melalui uji asumsi klasik, 
yang mencakup normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, 
untuk memastikan kepatuhan pada kriteria Best Linear Unbias Estimator (BLUE) 
(Nurhidayah et al., 2025). Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji F 
untuk menilai pengaruh kolektif dari variabel independen, bersamaan dengan uji-t 
untuk mengevaluasi dampak individu dari setiap variabel (Arjeti & Magdalena, 2025). 
Selanjutnya, koefisien penentuan digunakan untuk mengukur efektivitas model 
dalam menjelaskan varians variabel dependen, dengan peningkatan nilai yang 
menunjukkan model yang unggul dalam mengklarifikasi fenomena yang diteliti 
(Setyaputri et al., 2025). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 

Tabel 1. Hasil Estimasi Panel 
Variabel Koefisien Regresi 

C -7.496976 
Indeks Pembangunan Manusia -1.009473* 
Indeks Gini 3.740296* 
Pengangguran -0.014507 
Ln(Upah Minimum) 6.270585* 
R2 0,9946  
Statistik F 0,000 
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Uji Diagnosis 

(1)  Multikolinieritas (VIF) 
IPM = 0,617; GINI = 0,617; UNMP = 0,121; lnUMK = 0,457 

(2)  Normalitas  
JB(2) = 21,593; Prob. JB(3) = 0,000 

(3) Heteroskedastisitas 
IPM = 0,121; GINI = 0,322; UNMP = 0,163; lnUMK = 0,679 

(4) Autokorelasi 
DW = 1,6065 

Uji Pemilihan Model 

(1) Uji Chow 
      Cross-section F(34, 101) = 245,552; Prob.F = 0,000 
(2) Uji Hausman 
      Cross-section random χ2(4) = 18,044; Prob χ2 = 0,001   

Keterangan: Tanda * signfikan pada 95% 
Sumber: Data sekunder diolah, 2026 

Sebelum pemilihan model yang sesuai dan implementasi pengujian hipotesis, 
sangat penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap asumsi klasik untuk 
memastikan bahwa model mematuhi kondisi Best Linear Unbias Estimator (BLUE). 
Evaluasi ini mencakup normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan 
autokorelasi, yang merupakan komponen fundamental untuk integritas analisis 
regresi. Hasil diagnostik asumsi klasik, dirinci dalam Tabel 1, menunjukkan bahwa 
model regresi yang digunakan untuk data panel memenuhi kriteria yang diperlukan 
untuk estimasi yang valid. 

Pemeriksaan visual dari distribusi residu mengungkapkan bentuk yang relatif 
simetris yang berpusat di sekitar nol, tanpa outlier yang menonjol; oleh karena itu, 
asumsi normalitas divalidasi (Apriyanti et al., 2025). Investigasi multikolinearitas 
mengungkapkan bahwa korelasi maksimum di antara variabel independen—
terutama antara Indeks Gini dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) —tercatat di 
0.6179, yang dianggap dapat diterima. Analisis heteroskedastisitas menegaskan 
bahwa semua variabel menyajikan probabilitas melebihi 0,05, yang mengarah pada 
kesimpulan bahwa model menunjukkan homoskedastisitas. Pada akhirnya, statistik 
Durbin-Watson 1,606547, yang mendekati nilai 2, menunjukkan tidak adanya masalah 
autokorelasi. 

Hasil Tes Chow menunjukkan probabilitas nilai penampang F-cross 0,0000 
(<0,05), menghasilkan penolakan hipotesis nol; oleh karena itu, Model Efek Tetap 
(FEM) dianggap lebih tepat daripada Model Efek Umum (Mauludi & Nur Rahmawati, 
2023). Hasil ini menunjukkan heterogenitas tertentu dan tidak dapat diamati di 
seluruh distrik dan kota. Selain itu, Tes Hausman menghasilkan probabilitas 0,0012 
(<0,05), yang mengarah ke penolakan lebih lanjut terhadap hipotesis nol, sehingga 
menegaskan bahwa FEM lebih akurat daripada Model Efek Acak (Kriskurnia & 
Wijanarko, 2023). Dari sudut pandang ekonometrik, temuan ini menunjukkan bahwa 
efek individu berkorelasi dengan variabel independen, menunjukkan bahwa 
penerapan Model Efek Acak (REM) dapat menghasilkan estimator yang tidak 
konsisten. Sebaliknya, FEM dengan mahir menangani heterogenitas ini melalui 
transformasi ekstensif. Akibatnya, berdasarkan hasil kedua tes tersebut, FEM telah 
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diidentifikasi sebagai model yang paling cocok untuk memeriksa pengaruh variabel 
independen terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. 

Tabel 2. Hasil Estimasi FEM 

𝑃𝑂𝑉𝑖𝑡 = −7,496 − 1,009𝐼𝑃𝑀𝑖𝑡 + 3,740𝐺𝐼𝑁𝐼𝑖𝑡 − 0,014𝑈𝑁𝑀𝑃𝑖𝑡 + 6,270𝑙𝑛𝑈𝑀𝐾𝑖𝑡 
     

R2 = 0,9946; DWstat= 1,606; Prob. F = 0,0000 

Keterangan: Tanda * signfikan pada 95% 
Sumber: Data sekunder diolah, 2026 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Tes Chow dan Tes Hausman, ditentukan 
bahwa Model Efek Tetap (FEM) adalah model yang paling tepat karena 
kemampuannya untuk mengatasi heterogenitas yang tidak diamati namun stabil di 
seluruh kabupaten atau kota dari waktu ke waktu. Hasil estimasi menunjukkan 
bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, dan Upah Minimum 
Kabupaten/Kota (UMK) memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan, sedangkan tingkat pengangguran tidak menunjukkan efek yang 
signifikan. Bersamaan dengan itu, F-test menghasilkan Prob (F-statistik) sebesar 
0,000000 (<0,05), menunjukkan bahwa semua variabel independen secara kolektif 
memiliki pengaruh penting pada kemiskinan (Sutikno RY et al., 2019). Hasil ini 
memperkuat kredibilitas empiris model dalam menjelaskan dinamika kemiskinan 
regional. 

Koefisien penentuan R-kuadrat 0,9946, bersama dengan R-kuadrat yang 
disesuaikan 0,9946, menunjukkan bahwa 99,46% variabilitas kemiskinan dapat 
dijelaskan oleh variabel yang termasuk dalam model, selain efek tetap yang berkaitan 
dengan setiap wilayah. Sisa 0,54% dianggap berasal dari faktor-faktor asing yang tidak 
tercakup oleh model. Nilai yang meningkat seperti itu biasanya diamati dalam Model 
Efek Tetap, karena kontribusi efek individu dalam merangkum karakteristik spesifik 
wilayah (Sutikno RY et al., 2019). Akibatnya, seseorang harus berhati-hati ketika 
menafsirkan kebaikan kecocokan. Singkatnya, model ini menunjukkan kekuatan 
penjelas yang substanțial dalam merinci perbedaan kemiskinan di berbagai wilayah 
dan dari waktu ke waktu selama periode studi. 

Hubungan IPM dengan Kemiskinan 
Temuan yang diperoleh dari penyelidikan ini sejalan dengan sejumlah besar 

penelitian empiris yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
memberikan pengaruh yang sangat merugikan pada kemiskinan, kesimpulan yang 
dikuatkan oleh Azmi & Cahyono (2025) dan Hutapea et al. (2025). Hasil ini 
mendukung prinsip teori modal manusia, yang menyatakan bahwa pendidikan dan 
kesehatan merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan 
kesejahteraan secara keseluruhan. Bukti empiris menunjukkan bahwa daerah yang 
ditandai dengan peningkatan tingkat pembangunan manusia biasanya menunjukkan 
tingkat kemiskinan yang berkurang, dikaitkan dengan peningkatan kemampuan 
individu untuk mengakses peluang ekonomi. Akibatnya, temuan ini memvalidasi 
pernyataan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan strategi 
yang layak untuk pengentasan kemiskinan struktural. 

Namun, literatur yang ada tidak menyajikan narasi yang homogen. Suryahadi 
dkk. (2020) menemukan bahwa peningkatan IPM tidak selalu menghasilkan pengaruh 
langsung pada mitigasi kemiskinan, terutama dalam jangka pendek dan dalam 
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wilayah yang didominasi oleh sektor informal. Perbedaan tersebut mengungkapkan 
bahwa kemanjuran HDI secara signifikan bergantung pada kerangka ekonomi dan 
kapasitas pasar tenaga kerja. Dalam konteks Jawa Tengah di era pasca-pandemi, hasil 
penyelidikan ini menyiratkan bahwa pemulihan ekonomi yang relatif adaptif 
memfasilitasi konversi cepat peningkatan kualitas manusia menjadi tingkat 
pendapatan yang tinggi. Oleh karena itu, peningkatan IPM harus diintegrasikan 
dengan inisiatif penciptaan lapangan kerja untuk mengoptimalkan dampaknya pada 
pengurangan kemiskinan. 

Hubungan Ketimpangan dengan Kemiskinan 
Hasil yang diperoleh dari estimasi Model Efek Tetap mengungkapkan bahwa 

Indeks Gini memberikan pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap 
tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah selama jangka waktu 
2021-2024. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas 0,0212 (< 5%) dan koefisien 
3,740296, menunjukkan bahwa peningkatan ketidaksetaraan pendapatan sebesar 0,01 
poin secara bersamaan akan meningkatkan tingkat kemiskinan sekitar 0,037 poin 
persentase, ceteris paribus. Secara teoritis, asosiasi ini menggambarkan bahwa 
distribusi pendapatan yang tidak adil membatasi akses kelompok berpenghasilan 
rendah ke sumber daya ekonomi, peluang pendidikan, dan prospek pekerjaan yang 
produktif. Akibatnya, ketidaksetaraan tidak hanya menandakan kesenjangan 
pendapatan tetapi juga muncul sebagai penghalang struktural untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dalam konteks yang lebih luas. 

Temuan ini sejalan dengan berbagai penyelidikan empiris, seperti yang 
dilakukan oleh Nurmasanti (2026) dan Amponsah et al. (2023), yang menunjukkan 
bahwa ketidaksetaraan pendapatan memperkuat tingkat kemiskinan. Namun, perlu 
dicatat bahwa beberapa studi alternatif telah mengidentifikasi kondisi di mana efek 
ketidaksetaraan dapat berkurang atau menjadi dapat diabaikan, terutama dalam 
skenario yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi inklusif. Perbedaan ini 
menyoroti bahwa konsekuensi ketidaksetaraan sebagian besar bergantung pada 
kualitas distribusi hasil perkembangan. Dalam konteks spesifik Jawa Tengah, temuan 
penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dialami belum 
sepenuhnya inklusif, sehingga eksaserbasi ketidaksetaraan terus secara langsung 
meningkatkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan 
harus diarahkan tidak semata-mata untuk meningkatkan pertumbuhan tetapi juga 
untuk memastikan distribusi pendapatan yang lebih adil. 

Hubungan Pengangguran dengan Kemiskinan 
Hasil yang diperoleh dari estimasi Model Efek Tetap menunjukkan bahwa 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan koefisien positif namun tidak 
signifikan secara statistik mengenai tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota 
Provinsi Jawa Tengah selama jangka waktu 2021-2024. Hal ini dibuktikan dengan nilai 
probabilitas 0,7599 (> 5%), yang menunjukkan bahwa pengangguran tidak 
memberikan efek parSIAL yang terlihat pada tingkat kemiskinan. Secara teoritis, 
pengangguran biasanya dikaitkan dengan eskalasi kemiskinan karena erosi sumber 
pendapatan. Namun demikian, dalam kerangka Indonesia, korelasi ini tidak selalu 
linier, terutama karena dominasi sektor informal. Sebagian besar tenaga kerja tetap 
terlibat dalam pekerjaan, meskipun dengan produktivitas dan pendapatan yang 
berkurang, sehingga tidak diklasifikasikan sebagai pengangguran sementara masih 
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ada dalam keadaan miskin. Akibatnya, TPT berfungsi sebagai ukuran yang kurang 
efektif dalam menggambarkan secara akurat kondisi kesejahteraan masyarakat yang 
sebenarnya. 

Temuan ini sejalan dengan karya Azmi & Cahyono (2025), yang menunjukkan 
bahwa pengangguran tidak secara konsisten menghasilkan hasil yang signifikan 
ketika variabel lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan ketidaksetaraan 
dimasukkan ke dalam model analitis. Namun, hasil ini kontras dengan Putri et al. 
(2025), yang mengidentifikasi korelasi positif yang signifikan antara pengangguran 
dan kemiskinan. Perbedaan tersebut menyoroti bahwa interaksi antara kedua faktor 
ini sangat dipengaruhi oleh kerangka ekonomi dan atribut spesifik dari pasar tenaga 
kerja regional. Dalam lingkungan ekonomi berkembang, fluiditas tenaga kerja antara 
sektor formal dan informal menjadikan status pengangguran terbuka sebagai 
cerminan yang tidak memadai dari realitas ekonomi individu. Dengan demikian, 
kemiskinan lebih dipengaruhi oleh kaliber tingkat pekerjaan dan produktivitas 
daripada hanya status biner sebagai pekerja atau pengangguran. 

Hubungan UMK dengan Kemiskinan 
Temuan yang diperoleh dari estimasi Model Ekuitas Tetap menunjukkan 

bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memberikan pengaruh positif dan 
signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten dan kotamadya 
Provinsi Jawa Tengah selama jangka waktu 2021-2024. Hal ini dibuktikan dengan 
koefisien regresi 6,270585 disertai dengan probabilitas 0,0001 (< 5%), menunjukkan 
bahwa peningkatan 10 persen UMKM berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan 
sekitar 0,627 poin persentase, ceteris paribus. Hasil tersebut menyiratkan bahwa 
kebijakan upah minimum mungkin tidak selalu mengarah pada peningkatan 
kesejahteraan yang jelas. Secara teoritis, korelasi antara upah minimum dan 
kemiskinan rumit, karena peningkatan upah dapat meningkatkan daya beli sekaligus 
meningkatkan biaya produksi, berpotensi mengarah pada pengurangan tenaga kerja 
atau transisi ke sektor informal yang ditandai dengan aliran pendapatan yang kurang 
stabil. 

Hasil ini sesuai dengan temuan Sutikno et al. (2019), yang menyimpulkan 
bahwa kenaikan upah minimum dapat menimbulkan hasil kontraproduktif mengenai 
kemiskinan, terutama di daerah di mana sektor informal mendominasi. Sebaliknya, 
temuan ini berbeda dari yang disajikan oleh Setya & Tohirin (2025), yang berpendapat 
bahwa peningkatan upah minimum dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan 
menambah daya beli individu. Perbedaan yang diamati menyoroti bahwa efektivitas 
kebijakan upah sangat bergantung pada struktur ekonomi yang mendasarinya dan 
kondisi pasar tenaga kerja yang berlaku. Dalam konteks spesifik Jawa Tengah, 
heterogenitas regional dan kendala sektor formal meningkatkan kemungkinan 
dampak buruk, termasuk meningkatnya biaya hidup dan tekanan inflasi, sehingga 
mengakibatkan demografi tertentu tidak sepenuhnya menuai manfaat yang terkait 
dengan kenaikan upah minimum. 

Simpulan 
Studi ini memiliki nilai yang signifikan karena memberikan kontribusi empiris 

terhadap literatur yang ada mengenai faktor-faktor regional yang mempengaruhi 
kemiskinan, terutama dalam kerangka era pasca-pandemi, yang belum ditangani 
secara memadai dalam penelitian sebelumnya. Dari perspektif ilmiah, penyelidikan 
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ini mendukung pernyataan bahwa kemiskinan adalah masalah multifaset, dibentuk 
tidak hanya oleh kaliber modal manusia, tetapi juga oleh kesenjangan dalam distribusi 
pendapatan dan dinamika kebijakan upah, seperti yang diartikulasikan oleh Kharisma 
et al. (2026) dan Samiani dkk. (2024). Lebih lanjut, hasil yang menunjukkan peran 
sepele pengangguran, di samping dampak afirmatif dari upah minimum, 
menunjukkan bahwa indikator pasar tenaga kerja tradisional mungkin tidak dapat 
menjelaskan kompleksitas kemiskinan secara andal. Akibatnya, penelitian ini 
menganjurkan kerangka analisis yang lebih relevan secara kontekstual dan mudah 
beradaptasi untuk memahami dinamika kemiskinan regional. 

PENUTUP 
Berdasarkan hasil estimasi Fixed Effect Model yang dilakukan pada dataset 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah untuk jangka waktu 2021-2024, penelitian 
ini menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan efek 
buruk yang signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan Indeks 
Gini dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) menunjukkan efek positif yang 
signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas 
pembangunan manusia berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan, sementara 
faktor-faktor yang terkait dengan ketidaksetaraan pendapatan dan peraturan upah 
minimum tampaknya mengintensifkan risiko kemiskinan. Sebaliknya, tingkat 
pengangguran tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, menyiratkan bahwa 
kualitas pekerjaan dapat berfungsi sebagai faktor yang lebih penting dalam 
menentukan kemiskinan daripada hanya status pengangguran terbuka. Secara 
kolektif, hasil ini menyoroti pentingnya pembangunan manusia dan distribusi 
pendapatan yang merata sebagai elemen mendasar yang menjelaskan kemiskinan 
regional, dengan Model Efek Tetap dianggap mampu menangkap kesenjangan antar-
daerah secara efektif. 

Studi ini bukan tanpa batasan, termasuk ruang lingkup variabel yang terbatas 
yang mengecualikan faktor penentu makroekonomi lainnya, interval pengamatan 
yang relatif singkat, dan masalah endogenitas yang tidak ditangani. Selain itu, 
ketergantungan pada data sekunder memberlakukan batasan pada jaminan kualitas 
dan konsistensi data, sementara meningkatnya koefisien penentuan memerlukan 
interpretasi yang hati-hati. Akibatnya, direkomendasikan bahwa upaya penelitian 
yang akan datang memperluas jangkauan variabel, memperluas kerangka temporal 
analisis, dan menggunakan teknik ekonometrik yang lebih mahir dalam mengatasi 
tantangan simultanitas. 
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